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MOTTO

Mental Baja, Pantang Menyerah !!!

Artinya :

1. Fokus pada tujuan dan target.

2. Tidak mudah dipatahkan oleh orang lain.

3. Kalau jatuh bangun lagi dan mau belajar dari kesalahan.
4. Tidak suka membuat alasan jika melakukan kesalahan.

5. Mandiri dan tidak tergantung pada orang fain.

(Fico Kaiser,MBA)
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RINGKASAN

Penyaluran modal dalam bentuk fasilitas kredit oleh pihak kreditur (Bank)
membutuhkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi kembalinya
modal tersebut kepada kreditur dengan amar. Adanya jaminan dalam perjanjian
kredit, maka apabila terjadi debitur melakukan wanprestasi atau bahkan sampai
timbulnya kredit macet, pihak kreditur akan mendapatkan penggantian dari
penjualan secara lelang atas benda yang dipergunakan sebagai jaminan. Lembaga
jaminan yang sering dipergunakan dalam praktek perbankan adalah jaminan
kebendaan yang dikenal dengan sebutan hak tanggnngan untuk jenis benda tidak
bergerak, sedangkan jaminan yang berupa gadai dan fidusia dipergunakan untuk
jenis benda yang bergerak. Fidusia sebagai lembaga jaminan yang ndak
mengharuskan syarat penguasaan benda jaminan dalam tangan si pemberi kredit
(kreditur).

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji tentang perjanjian
kredit dengan jaminan fidusia, pelaksanaan dar pembebanan jaminan fidusia dan
upaya hukum apabila debitur melakukan wanprestasi. _

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah yuridis
normatif, sedangkan prosedur pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan
dan dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Bentuk perjanjian kredit dengan jaminan fidusia terhadap benda-benda
retail yaitu benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat di
perdagangkan adalah perjanjian satandar atau perjanjian baku. Perjanjian ini sah
adanya karena adanya suatu doktrin vang menyebutkan bahwa dengan
ditandatanganinya ~perjanjian itu dianggap mengetahui, memahami dan
menyetujui isi dar perjanjian tersebut. Jaminan fidusia yang dipergunakan dalam
perjanjian kredit, dengan adanya Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.
Tujuan pendaftaran fidusia ini agar penerima fidusia mempunyai sertifikat
jaminan fidusia sebagai alat bukti yang kuat karena dalam bentuk autentik. -

xi
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Sertifikat jaminan fidusia ini dapat dipergunakan oleh pihak penerima
fidusia untuk melakukan penuntututan kepada pemberi fidusia apabila ia cidera
janji atau melakukan wanprestasi. Pihak penerima fidusia (kreditur) dapat
melakukan suatu eksekusi terhadap jaminan fidusia, seperti telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor: 47 Tahun 1999 Tentang laminan Fidusia.

Xiil
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BAB 1

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan bertujuan untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat sebagai perwujudan cita-cita luhur yaitu masyarakat
adil dan makmur. Dalam membangun diharapkan pembangunan ekonomi dapat
menunjang pembangunan di sektor lainnya, antara lain di sektor hukum. Karena
pembangunan di sektor hukum perlu mendapatkan perhatian untuk mengimbangi
di sektor ekonomi adalah hukum jaminan. Hukum jaminan berkaitan erat dengan
hukum ekonomi (economic law), sebab perkembangan di sektor ekonomi
utamanya sektor industri; perseroan dan kapital membutuhkan adanya capital.
Penyediaan kapital untuk kegiatan pembangunan, oleh lembaga keuangan
perbankan maupun yang non perbankan membutuhkan adanya suatu pengaman
bagi dana yang akan disalurkan.

Penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit oleh pihak bank
membutuhkan jaminan demi kepastian hukum dan perlindungan bagi lembaga
dana tersebut. Adanya jaminan tersebut, apabila pihak debitur (nasabah)
melakukan wanprestasi maka kreditur (bank) akan mendapatkan penggantian dari
penjualan atas benda jaminan melalui lembaga pelelangan umum (kantor lelang).

Dalam dunia perbankan sudah menjadi suatu kelaziman bahwa untuk
menyalurkan kredit bank harus mendapatkan jaminan bagi kembalinya kredit
tersebut. Terhadap ketentuan perkreditan, disamping harus memperhatikan aspek
ckonomi dan bisnis perbankan, bank juga harus memperhatikan aspek
pengamannya dari segi yuridis (legal security).

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
dijelaskan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai
keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya

sesuai dengan yang diperjanjikan. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung
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resiko, sehingga dalam pelaksanaanya bank harus memperhatikan asas-asas
perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut jaminan pemberian
kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk
melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang
harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum mengucurkan kredit bank
harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, kapital,
agunan dan prospek usaha dari debitur karena jaminan (agunan) menjadi salah
satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain
telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan
hutangnya, jaminan (agunan) dapat berupa benda, provek atau hak tagih yang
dibayar dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta jaminan
(agunan) berupa benda vang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang
dibiayai.

Lembaga jaminan yang sering digunakan dalam praktek perbankan adalah
jaminan kebendaan, yang dalam praktek dikenal dengan hak tanggungan untuk
benda tidak bergerak sedangkan terhadap gadai dan fidusia banyak di pergunakan
dalam praktek, karena cara pembebananya mudah, cepat dan fleksibel.

Jaminan Fidusia sebagai suatu lembaga timbul karena kebutuhan
masyarakat akan adanya suatu lembaga jaminan yang tidak mengharusakan suatu
penguasaan barang/ benda jaminan dalam memberi kredit. Apabila benda yang
dijaminkan oleh debitur adalah benda yang diperlukan dalam menjalaknkan roda
usaha debitur dalam usahanya. Solusi dalam mengatasi kesulitan tersebut sejak
awal yurisprudensi membenarkan dan mengijinkan adanya lembaga jaminan
fidusia yang penyerahan hak milik atas benda jaminan berdasarkan pada
kepercayaan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1992 Tentang ._Iarﬁinan
Fidusia, obyek fidusia diantaranya: benda-benda berwujud, benda-benda tidak
berwujud termasuk piutang, benda bergerak, benda tak bergerak yang tidak dapat
diikat dengan hak tanggungan, benda persediaan dapat juga menjadi obyek
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L

jaminan fidusia. Salah satu bentuk benda persediaan adalah benda-benda retail
yang diperdagangkan oleh pihak debitur.

Berdasarkan uraian diatas dan bertitik tolak darl peraturan perundang-
undangan yang ada, penulis ingin membahas dalam bentuk skripsi dengan judul
“KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERIANIIAN KREDIT BANK
DENGAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BENDA RETAIL”

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menjaga terjadinya salah pengertian terhadap tujuan yang hendak
dicapai dalam penulisan skripsi ini, diperlukan adanya suatu pembatasan terhadap
ruang lingkup pembahasan dari permasalahan yang akar. ditekankan pada
pelaksanaan perjanjian kredit vang dilakukan oleh lembaga perbankan dengan

jaminan fidusia.

1.3 Perumusan Masalah
Agar tidak terjadi suatu kesimpang siuran dalam melakukan pembahasan
dalam skripsi ini, maka permasalahan yang hendak dikaji adalah sebagi berikut
1. Bagaimana tentang pelaksanaan dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia
terhadap benda retail?

2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembebanan jaminan fidusia terhadap
benda retail?

-

3. Bagaimana eksekusi terhadap benda jaminan jika terjadi kredit bermasalah?

1.4 . Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini mempunyai dua macam tujuan yang hendak di

capai yaitu tujuan umum dan tujuan Khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang
bersifat akademis, yaitu :
1. untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
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~J

untuk menerapkan studi 1imu hukum vang selama ini penulis peroleh di

bangku perkuliahan.;

Ll

untuk menyumbangkan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan
segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, agat dapat dijadikan

sebagai bahan acuan dalam mengembangkan ilmu hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus di dalam penulisan skripsi ini, yang hendak penulis capai
adalah :
1 untuk mengetahui dan mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan dan
prosesnya perjanjian ¢engan jaminan fidusia terhadap benda retail;
7 untuk mengetahui dan mengkajl tentang bagaimana pelaksanaan dan

prosedure pembebanan jaminan fidusia terhadap benda retail;

LI

untuk mengetahui dan mengkaji tentang bagaimana eksekusi bisa di

laksanakan terhadap benda jaminan fidusia yang kreditnya bermasalah.

1.5 Metodolegi

Metode penulisan adalah suatu proses prinsip dan prosedur untuk mencari
dan mendekati serta mencapal sasaran Yyang hendak dituju. Guna untuk
mendapatkan data yang diperiukan di dalam menjawab dan melakukan analisis
permasalahan dalam penulisan sksipsi ini, oleh karena itu menggunakan metode

penulisan yang tersusun sebagai berikut

1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh sesuai dengan pembahasan dan apa saja yang terjadi di
dalam tujuan penulisan bahan analisis, disini penulis akan memakai metode
pendekatan secara yuridis normatif dengan dukungan data-data empiris. Metode
yuridis normatif dilakukan dengan melakukan kajian terhadap peraturad
perundang—undangan, teori-teori tentang hukum dan yurisprudensi yang
berhubungan dengan perumusan masalah yang dibahas (Ronny Haritijo Soemitro.
1990: 9).
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1.5.2 Sumber Data

Qumber data merupakan sarana dari suatu penulisan yang dipergunakan
untuk mencermati dan memecahkan permasalahan yang ada. Dalam penulisan
skripsi ini, sumbemya yang dipergunakan adalah hasil dari penelusuran

kepustakaan terhadap data skunder di bidang hukum, yang terdiri dari:

1.5.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dipergunakan adalah dalam bentuk Undang-
Undang Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah
Nomor: 86 tahun 2000 yang mengatur tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan

Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

1.5.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah bahan-bahan
yang erat kaitannya dengan sumber data primer dan yang dianggap dapat
membantu menganalisis dan memberikan pembahasan sumber data primer
didalamnya meliputi beberapa literatur maupun buku-buku yang berhubungan
dengan masalah yang akan di bahas, dan hasil seminar-seminar hukum nasional

yang berkaitan dengan skripsi ini (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 68)

1.5.3 Prosedur Pengumpulan Data

Di dalam melakukan pengumpulan data dan pengolahannya dilakukan
dengan cara studi literatur. Studi literatur yaitu dengan pengumpulan data yang
dilakukan melalui studi kepustakaan dan dilakukan dengan membaca ataupun
mempelajari buku-buku literatur yang tersedia di kepustakaan dan dari buku-buku
umum, peraturan perundang-undangan ataupun tulisan-tulisan yang dapat
dijadikan landasan dan berkenaan maupun yang berkaitan dengan penulisan
skripsi ini (Soerjono Soekamto, 1985: 14)
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1.5.4 Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis disini menggunakan metode
deskriptif kualitatif yaitu cara mengolah semua data yang ada dengan
menggunakan keterangan tanpa menggunakan angka-angka, sehingga diharapkan
akan tersaji data yang benar-benar dapat mewakili pokok permasalahan yang

dibahas (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 186)
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2.1 Fakta

Pada tanggal 18 Juni 2001 seorang yang bernama Suparno yang bertempat
tinggal di J1. Hayam Wuruk nomor: 79 Kalisat Jember mengajukan permohonan
kredit kepad PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jember untuk
memperoleh kredit pinjaman modal kerja. Setelah syarat-syarat dalam
permohonan kredit semuanya terpenuhi, pihak bank selanjutnya melakukan
analisa kredit yang meliputi : character (kepribadian), capacity (kemampuan),
capital (modal), collateral (jaminan) dan condition if economic (kondisi
ekonomi). Suparno dalam kesehariannya bergerak dalam bidang usaha penyelepan
dan penjualan beras.

Setelah proses penganalisaan terhadap pemohonan kredit modal kerja
selesai, pihak bank pada tanggal 26 September 2001 memberikan persetujuannya
dengan jalan memberikan fasilitas kredit sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh
Juta Rupiah) yang akan dipergunakan untuk tambahan modal kerja dalam
penyelepan dan perdagangan beras, gabah dan katul. Persetujuan yang diberikan
oleh bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada pihak debitur hanya berlaku
utuk jangka waktu 18 (delapan belas) bulan terhitung mulai tanggal 17 September
2001 sampai dengan berakhirya tanggal 17 Maret 2003. Debitur diwajibkan
membayar bunga atas pinjaman pokok pada Bank Rakyat Indonesia Cabang
Jember sebesar 19,00 % (sembilan belas) persen pertahun yang dihitung setiap
bulan dari saldo debitur.

Perjanjian kredit ini menggunakan jaminan utama berupa jaminan fidusia
dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta
Rupiah) yang terdiri dari obyek jaminan mesin selep, saluran stok atau persediaan
barang dagangan yang berupa beras, gabah dan bekatul serta seluruh piutang
dagang, baik yang sekarang telah ada atau yang akan ada di kemudian hari dan
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jaminan tambahan lainnya berupa sertifikat tanah dan rumah diatasnya dengan
nomor sertifikat: 1233 seluas 1670 m2.

Pihak Bank sebagai penerima jaminan fidusia memberikan kuasa kepada
notaris Yun Yanuaria, SH untuk mendaftarkan jaminan fidusia sesuai dengan
Undang-Undang Nomor: 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Selanjutnya
setelah dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia dikeluarkanlah
sertifikat tentang jaminan fidusia pada tanggal 10 februari 2002 dengan nomor.
1010 — 0639/HT 04.06.Tahun 2002/STD

2.2 Dasar Hukum
Sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini yang
masih dalam ruang lingkup hukum perdata, khususnya hukum perikatan yaitu
perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Dasar hukum yang penulis pergunakan
adalah peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya, vaitu sebagai
berikut:
1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
a. Pasal 1131
Segala kebendaan si berutang, bailk yang bergerak maupun yang tidak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari.
menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseroan.
b. Pasal 1132
Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang
menguntungkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi
menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-
masing, kecuali apabila diantara para berpiutang ada alasan-alasan yang sah
untuk didahulukan.
¢c. Pasal 1313
Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu oarang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
d. Pasal 1320
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
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1. sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal
e. Pasal 1337
Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau
apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.
f. Pasal 1338
(1) Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya.
g. Pasal 1754
Pinjam meminjam jalah perjanjian dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang
yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak belakangan
ini akan mengembalikan s¢j umlah yang sama dua macam dan keadaan yang
sama pula.
2. Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor: 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
a. Pasal 8 ayat 1
Dalam memberikan kredit atau pembayaran berdasarkan prinsip syariah,
Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang
mendalam atas itikad dan ketrampilan serta kesanggupan nasabah debitur
untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembayaran dimaksud sesuai
dengan apa yang diperjanjikan.
3. Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia:
a. Pasal 1 ayat2
Jaminan fidusia adalah hal jaminan atas benda bergerak baik yang berujud
maupun yang tak berujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan
yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang
tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi
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pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada
penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

b. Pasal 4
Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok
yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk menunda suatu
prestasi.

c. Pasal 11 ayat 1
Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan

d. Pasal 12 ayat 1
Pendaftaran jaminan fidusia sebagaiman dimaksud dalam pasal 11 ayat 1
dilékukan pada kantor pendaftaran fidusia.

e. Pasal 17
Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang
menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.

f Pasal 29 ayat 1

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda

yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15
ayat 2 oleh penerima fidusia.

b) Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan atas kekuasaan penerima
fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan.

¢) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
pemberi fidusia dan penerimanya jika dengan cara demikian dapat
diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran
Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
a. Pasal 2 ayat 4
Permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat
2 dilengkapi dengan:
A. Salinan Akta Notaris tentang pembebanan jaminan fidusia.
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B. Surat kuasa atau pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran
jaminan fidusia.
C. Bukti biaya pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam

avat 3.

2.3 Landasan Teori
Untuk membahas permasalahan yang ada, disini perlu didukung oleh
landasan teori dengan tujuan memberikan kemudahan-kemudahan didalam

membahas pengertian-pengertian yang ada.

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana
satu orang atau lebih mengikatkan dia terhadap satu orang atau lebih. Arti dari
pasal ini menerangkan bahwa ferbentuknya suatu perjanjian dikarenakan adanya
inisiatif ataupun kemauan dari satu orang atau beberapa orang yang sepakat untuk
melakukan sesuatu bersama-sama dengan satu orang atau beberapa orang lain.

Menurut Abdul Kadir Muhamad (1990:78) menyatakan bahwa perjanjian
adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan
dia untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Apabila antara dua orang atau lebih terjadi suatu persesuaian untuk
mengadakan suatu ikatan, maka terjadilah antara mereka suatu persetujuan.
Terjadilah persesuaian kehendak dapat dilakukan secara lisan, surat, telegram,
telephone dan sebagainya, sehingga menimbulkan suatu persetujuan yang
mengakibatkan ikatan bagi para pihak.

Menurut Subekti (1979 : 17) mengemukakan pengertian perjanjian sebagai
berikut: suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada
orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling untuk melaksanakan suatu hal.
Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut
yang dinamakan dengan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan

antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu
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rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang di

ucapkan atau ditulis.

Di dalam suatu perjanjian terdapat unsur-unsur yang dapat digunakan
sebagal pedoman:

a Essentialis yaitu bagian-bagian daripada persetujuan yang tanpa itn tidak
mungkin ada, harga adalah esentialia bagi persetujuan jual beli.

b. Naturalia yaitu bagian-bagian yang oleh Undang-undang ditunjukkan sebagai
peraturan-peraturan yang bersifat mengatur, misalnya: pertanggungan, jaminan
dan lain-lain.

c. Accidentalia yaitu bagian-bagian yng oleh para pihak ditambahkan dalam
persetujuan, dimana undang-undang tidak mengaturnya, misalnya: jual beli
rumah beserta alat rumah tangga.

Dalam membuat perjanjian haruslah mengingat adanya beberapa macam
azas yang periu diperhatikan, yaitu :

1. Azas kebebasan berkontrak.

Azas ini mengandung arti bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian apa
saja, walaupun belum ataupun tidak diatur dalam undang-undang. Kebebasan
disini tetap dibatasi oleh 3 (tiga) hal yaitu tidak bertentangan dengan undang-
undang, kesusilaan dan ketentuan umum.

2. Azas itikad baik
Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dilandasi dengan itikad baik
dari masing-masing pihak, agar perjanjian yng telah dibuat tidak sampai
merugikan pihak lain. Dalam asas dibedakan antara itikad baik subyektif
dengan itikad baik obyektif. Ttikad baik subyektif dapat diartikan sebagal
kejujuran seseorang yang melakukan perjanjian tersebut, sedang itikad baik
obyektif bahwa pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan
atau apa saja yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat yang
bersangkutan.
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3. Azas konsesualisme
Disini ditekankan bahwa terjadinya suatu perjanjian cukup dengan suatu kata
sepakat saja dan berarti perjanjian itu telah lahir pada saat tercapainya konsesus
antara kedua belah pihak yang menvangkut tentang hal-hal pokok yang
dimaksud dalam perjanjian.

4. Azas pacta sunservanda
Hal ini merupakan azas dalam perjanjian yang berhubungan dengan
mengikatnya suatu perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang telah dibuat oleh para
pihak yang sah adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya sepertihalnya
undang-undang. Adapun tujuan dar Azas ini adalah untuk memberikan kepada
para pihak bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-haknya karena
perjanjian undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya.

Disamping itu didalam dalam suatu perjajian harus juga memperhatikan
tentang syarat sahnya perjanjian, karena ini akan terkait dengan ketetapan
mengikat bagi para pihak apabila perjanj ian itu dibuat secara sah. Syarat-syarat itu
tercantum dalam psal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
Suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat bagi para pihak jika mereka
sepakat untuk mengikatkan dirinya atas apa yang mereka perjanjikan, dimana
‘harus bebas dari dari unsur paksaan, penipuan, kekhilafan dan kekeliruan,
melainkan harus benar-benar berdasarkan kebebasan semata-mata.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Disini orang atau badan hukum yang membuat suatu perjanjian harus cakap
atau memiliki kecakapan menurut hukum maupun berdasarkan pada faktanya.
Pada dasarnya setiap orang yang termasuk dalam kategori dewasa adalah
cakap menurut hukum, sehingga ia dapat dinyatakan mempunyai kewenangan
berhak dan kewenangan berbuat. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata disebutkan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat
suatu perjanjian : :

a. orang yang belum dewasa;
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b. mereka yang ditaruh dibawa pengampuan,
¢. orang perempuan dalam hal yang telah ditetapkan undang-undang dan semua
orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian
tertentu;
3. Suatu hal tertentu
Dalam perjanjian ditentukan apa atau tentang hal apa yang diperjanjikan, dapat
merupakan barang atau jasa. Jikalau barang haruslah jelas barangnya dan
jenisnya, bentuk dan jumlahnya yang harus dicantumkan jelas dan terinci. Jika
yang diperjanjikan adalah suatu jasa maka harus disebutkan apa yang menjadi
hak dan kewajiban masing-masing pihak.
4. Suatu sebab vang halal
Syarat suatu sebab yang halal ini memiliki dua fungsi, yaitu: pertama
perjanjian tersebut harus mempunyai sebab, tanpa adanya syarat ini perjanjian
batal. Kedua sebabnya harus halal bila tidak halal perjanjian tersebut
dinyatakan batal. Perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan
kesusilaan atau ketertiban umum dan perjanjian itu tidak dibenarkan dan tidak
dilarang oleh undang-undang, serta merupakan akat untuk dipenuhi yang
mendasari perjanjian ini.

Syarat pertama dan syarat kedua adalah syarat subyektif, karena
menyangkut orang yang melaksanakan perjanjian, apabila syarat ini tidak
terpenuhi, maka salah satu pihak atau pihak ketiga dapat menuntut agar perjanjian
" tersebut dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat obyektif,
karena meny}angkut obyek perbuatan hukum yang dilakukan. Apabila syarat ini
tidak terpenuhi dengan sendirinya batal demi hukum, sehingga perjanjian tersebut
dianggap tidak pernah ada.

2.3.2 Perjanjian Kredit

Menurut Hukum Perdata Indonesia dalam bentuk apapun juga perjanjian
kredit itu diadakan pada hakekatnya adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam
sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan 1756 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata. Perubahan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan kepada
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ketentuan-ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi
dapat pula berdasarkan kesepakatan diantara pihak, artinya dalam hal-hal tertentu
yang memaksa mereka harus sesuai dengan ketentuan vang tercantum dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ketentuan yang tidak memaksa
disesuaikan kepada para pihak.
Pembuatan suatu perjanjian kredit yang dilakukan dapat mendasarkan
kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, tetapi dapat pula berdasarkan kesepakatan antara para pihak artinya
dalam hal-hal ketentuan yang dimaksud maka harus sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, sedangkan
dalam hal-hal ketentuan yaﬁg tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.
Adapun pengertian perjanjian kredit dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata vang dinamakan dengan perjanjian pinjam meminjam sesuai ketentuan
pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:
“ Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu
memberikan kepada pihak yang lain suatu barang yang menghabis karena
pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan im akan mengembalikan
sejumlah yang sama dari macam dan keadaaan yang sama pula”
Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, khususnya ketentuan
yang menyangkut perkreditan, tidak mengatur tentang bagaimana cara bank dalam
membuat perjanjian kredit dengan nasabahnya, sehingga dapat diartikan sebagai
kebebasan bagi kedua belah pihak untuk menentukan wujud perjanjian kredit
yang dikendaki.
Menurut Ch. Gatot Wardoyo (dalam Hasanudin Rahman 1998: 140-141)
perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya
1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit
merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang
mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.

2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan
kewajiban diantaranya debitur dan kreditur.
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3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

2.3.3 Pengertian Bank

Qecara Umum bank diartikan sebagai badan usaha yang bertujuan untuk
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan men_yalu:kannya
kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
(Hasanudin Rahman 1998: 270).

Dari pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa fungsi bank yang
utama di Indonesia adalah sebagai penghimupun dana dan penyaluran dana
masyarakat. Bank dalam menghimpun dana dari masyarakat adalah dalam bentuk
simpanan yaitu berupa tabungan, Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Hasanudin Rahman 1998:
271). Sedangkan bentuk penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan oleh
lembaga perbankan misalnya: dalam bentuk kredit, baik kredit konsumtif, kredit
modal kerja dan lain-lain.

Menurut jenisnya bank terdin dari Bank Umum dan Bank Perkreditan
Rakyat. Bank Umum adalah bank yang dapat mengkhususkan diri untuk
melaksanakan kegiatan tertentu. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang
menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Usaha dan lembaga perbankan yang termasuk dalam kategori bank umum
adalah meliputi: )

a. menghimpun dana dar masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,
deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu;

b. memberikan kredit,

¢. menerbitkan surat pengakuan hutang;

d. membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk
kepentingan dan atas perintah nasabahnya;

e. memindahkan vang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan

nasabah;
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menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana
pada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi
maupun dengan wesel tunjuk dan cek atau sarana lain;

menerima pembayaran atas tacihan surat berharga dan melakukan dan

melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga:

. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat
kontrak;
melakukan penempatan dana dana dari nasabah kepada nasabah lain yang tidak

tercatat dalam bursa efek.

 membeli melalui pelanggan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal

debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan
yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali

amanat;

_menyediakan pembiayaan bagi nasabah, berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai

dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah;

melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak

bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

Sedangkan usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

. menghimpun dana dari masyarakat dalam simpanan berupa giro, deposito

berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu;

_ memberikan kredit;

menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;

memempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito
berjangka, tabungan, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.
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2.3.4. Pengertian Jaminan

Dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur
untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya
sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam praktek perbankan masalah jaminan ini
sangat penting, utamanya berhubungan dengan kredit vang dikucurkan kepada
nasabahnya.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofyan pada umumnya jenis-jenis
lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam Tata Hukum Indonesia dapat
digolong-golongkan menurut cara terjadinya, sifatnya, obyeknya dan menurut
kewenangan yang menguasainya. Penggolongan lembaga jaminan tersebut adalah
sebagai berikut:

1. Jaminan yang lahir ditentukan undang-undang dan jaminan yang lahir karena
diperjanjikan. Tergolong dalam lembaga jaminan ini adalah Pasal 1131 dan
Pasal 1132 Kitab Undang-Uundang Hukum Perdata, disini hak seorang
kreditur yang lainnya disebut hak previlege, sedangkan yang disebut hak
previlege adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur
yang satu diatas kreditur vang lainnya semata-mata berdasarkan sifat darl
piutangnya (2001 : 44).

Selain hal tersebut diatas, jaminan yang timbul karena ketentuan undang-
undang dapat dijumpai pula dengan apa yang disebut hak retensi, hak retensi
adalah hak seorang kreditur untuk menahan milik debitur yang berhubungan
dengan piutangnya sampai piutang tersebut dilunasi oleh debitur (2001 : 44).
Lembaga jaminan yaﬁg lahir karena perjanjian adalah jaminan yang adanya
harus diperjanjikan terlebih dahulu secara tegas oleh masing-masing pihak.
Tergolong lembaga jaminan jenis ini adalah: gadai, fidusia dan hak
tanggungan.

2. Lembaga yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan
jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang bersifat hak mutlak atas
suatu benda, yang ciri-cinnya mempunyai hubungan langsung atas benda

tertentu dari debitur dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, selalu
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mengikuti bendanya serta dapat dialihkan termasuk lembaga jaminan ini adalah
gadai dan hak tanggungan (2001 - 47)

Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang
menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat
dipertahankan terhadap kreditur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur
umumnya tergolong lembaga jaminan ini adalah borgtoch (2001 : 76)

3. Jaminan yang mempunyai obyek benda bergerak dan jaminan yang mempunyai

obyek atas benda tidak bergerak.
Dalam hukum perdata terutama mengenai lembaga jaminan penting sekali
artinya pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jika jaminan
berupa benda bergerak maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk
gadai atau fidusia, sedang jika jaminan ini berbentuk benda tetap maka dapat
dipasang seperti hak tanggungan (2001 : 49).

4. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya
jaminan yang diberikan dengan menguasai bendanya misalnya gadai, hak
retensi sedang jaminan yang diberikan tanpa menguasai bendanya adalah hak
tanggungan, fidusia (2001 : 57).

5 Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan Khusus.

Jaminan umum timbulnya dari undang-undang, tanpa adanya perjanjian yang
diadakan oleh para pihak terlebih dahulu. Para kreditur konkuren semuanya
secara bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-
undang itu sendin (2001 - 45). Sedangkan jaminan khusus timbul karena
adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang dapat
berupa jaminan yang bersifat perorangan atau jaminan yang bersifat kebendaan
(2001 : 46).

2.3.5 Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah fidusia sudah lama dikenal dalam bahasa indonesia, undang-undang
yang secara khusus mengatur tentang hal ini yaitu Undang-Undang Nomor: 42
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, juga menggunakan istilah “Fidusia™.

Sehingga istilah fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita.
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Dalam bahasa indonesia untuk fidusia disebut juga dengan istilah “penyerahan
hak milik secara kepercayaan” dalam terminologi bahasa belanda disebut
“Fiduciare Eigendom Overdracht™.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 Tentang
Fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan kesatuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan
tetap dalam penguasaan pemilik benda. '

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999,
jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berujud
maupun yang tidak berujud dan benda tidak bergerak khsusnya bangunan yang
tidak dapat dibebankan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor: 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam
penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap
kreditur lainnya.

Mengenai fidusia dan jaminan fidusia Gunawan Widjojo dan Ahmad Yani
mengemukakan bahwa fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak
kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk
fidusia (2000 : 123)

Secara kepreayaan artinya tidak untuk betul-betul dimiliki. Dalam hal ini
ada selisih pendapat diantara para sarjana. Disatu pihak ada yang berpendapat
bahwa kreditur pemegang jaminan fidusia dinamakan fidusiarus dengan
penyerahan tersebut benar-benar telah menjadi pemilik dari benda jaminan dengan
hak-hak sebagaimana yang dipunyai seorang pemilik, tetapi dilain pihak ada yang
berpendapat bahwa pemegang jaminan fidusia terhadap pihak ketiga
berkedudukan sebagai seorang pemilik atas benda jaminan dan dalam prakteknya
para pihak mengadakan kesepakatan yang membatasi hak-hak kreditur sampail
sejauh mana hak seorang hak jaminan saja. Jadi hak atas benda yang berujud atau
tidak berujud oleh debitur diserahkan kepada bank selaku kreditur. Penyerahan
dimaksud bukan untuk dimiliki, melainkan penyerahan diBasarkan kekuasaaan
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untuk jaminan pelunasan hutang, jika debitur tidak mampu mengembalikan
pinjamannya (J. Satrio, 1996 : 176)

Pengikatan barang melalui fidusia dimaksudkan sebagai penambah
keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya,
menunjukkan bahwa keberadaan barang vang di ikat secara fidusia adalah di
gantungkan pada perjanjian kredit oleh bank. Oleh karena itu pengikatan benda
secara fidusia merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau accessoir, sesual
dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor: 4?2 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang
menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi.

Konsekuensi dari perjanjian accessoir adalah jikalau perjanjian pokok
tidak sah atau karena sebab apapun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak
berlaku, maka secara yuridis perjanjian fidusia sebagai perjanjian acessoir juga
ikut menjadi batal.

Perjanjian jaminan fidusia dapat menimbulkan hak preferen bagi kreditur
yaitu suatu hak dari pemegang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu dibenkan
haknya daripada kreditur lainnya atas pelunasan hutangnya yang diambil dari
hasil penjualan barang jaminan hutang tersebut. Hal ini dinyatakan dalam pasal 27
ayat (1) Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia bahwa
hak preferen adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya
atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Ketentuan ini
sekaligus menghapus keragu-raguan selama ini baru diperoleh penerima fidusia
pada saat terdaftarkannya jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia di jakarta
di bawah lingkup Departemen Kehakiman dan Ham Pasal 12 Undang-Undang
Nomor: 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Kedudukan hak preferen penerima fidusia tidak akan hilang jika pihak
debitur jatuh pailit. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang
Nomor: 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa hak preferen dari
penerima fidusia tidak akan hilang dengan pailit atau dilikwidasinya debitur.
Sehingga jika debitur jatuh pailit maka penerima fidusialah yang terlebih dahulu
menerima pelunasan hutangnya yang diambil dari penjualan benda obyek fidusia.
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Setelah itu jika ada sisa baru diberikan kepada kreditur lainnya (Munir Fuady,
2000 : 42).

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor: 42 Tahun
1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatakan bahwa pemberi fidusia dilarang
melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
yang sudah terdaftar, jadi berbeda dengan hipotik yang memang mengenal hipotik
ulang dalam bentuk hipotik pertama, hipotik kedua dan seterusnya (2000: 43).

Jika ada lebih dari satu fidusia atau satu obyek jaminan fidusia, maka hak
preferen diberikan kepada yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor
pendaftaran fidusia.
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3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Terhadap
Benda Retail

Kata “kredit” memiliki arti kepercayaan, atas dasar ini pemberian kredit
berarti pemberian kepercayaan. Kepercayaan dari pihak pember kredit
mengandung suatu arti dengan tujuan yang telah disepakati dan mempunyai
kemampuan atau kesanggupan untuk mengembalikan prestasi tersebut pada suatu
waktu tertentu dimasa yang akan datang. Tenggang waktu antara pemberian dan
penerimaan kembali prestasi tersebut adalah suatu hal yang abstrak yang sukar
untuk diraba, karena masa antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi
dapat berjalan dalam beberapa bulan, tetapi dapat pula berjalan bertahun-tahun.
Atas dasar hal tersebut, maka di dalam kredit terkandung pula pengertian degre of
risk, yaitu tingkat resiko tertentu. Resiko vang terkandung dan senantiasa
dimungkinkan dapat timbul dalam setiap pelepasan kredit atau prestasi (Edy Putra
Tie’ Aman 1989: 10).

Pada hakekatnya tugas pokok bank adalah menghimpun dana dan
masyarakat dan menyebarkannya kembali dalam bentuk kredit. Sumber utama
pendapatan bank adalah berawal dari suku bunga kredit, sehingga bagaimanapun
juga bank harus menaruh perhatian sepenuhnya terhadap segala hal yang
berkaitan dengan operasi perkreditan.

Di satu segi pelepasan kredit berarti menghadapi kemungkinan-
kemungkinan tertimpa resiko dan di segi lain pendapatan bank yang utama berasal
dari kegiatan kredit. Oleh karena itu dalam rangka pemberian kredit sebelum
permohonannya dikabulkan, bank harus memperhatikan hal-hal yang menyangkut
1. Keadaan intern bank;

2. Keadaan calon nasabah;
23
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Keadaan intern bank yang harus diperhatikan adalah plafon kredit,
maksudnya adalah batas maksimum bagi bank untuk mengoperasikan dananya.
Jadi terhadap permohonan kredit yang masuk. bank harus memperhatikan apakah
sektor yang dimintakan kreditnya itu masih terbuka plafonnya atau tidak. Apabila
plafond kreditnya masth terbuka, maka permohonan kredit  dapat
diperkembangkan untuk diproses lebih lanjut.

Setelah bank memperhatikan Keadaan internya dan mampu untuk
menyesuaikan ~dana bagi pemohon kredit, langkah selanjutnya adalah
mempertimbangkan permohonan kreditnya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan
atas permohonan kredit adalah menyangkut
1. pribadi peminjam;

2. harta bendanya;

3. usahanya;

4. kemampuan dan kesanggupan membayar kembali pinjamannya dan hal-hal
lainnya yang turut mempengaruhi.

Dalam dunia perbankan terdapat suatu prinsip yang senantiasa dipegang
teguh, yaitu kredit yang dikeluarkan atau dilepaskan harus dapat diterima kembali
sesuai dengan sesuai dengan perjanjian. Karena uang tersebut adalah uang yang
dipercayakan masyarakat kepadanya. Mengingat hal-hal ini, maka bank dalam
mengabulkan permohonan pengajuan kredit senantiasa bertindak selektif terhadap
calon nasabah debiturnya.

Ukuran vang dipergunakan untuk menentukan apakah suatu permohonan
kredit yang dapat dikabulkan atau tidak, dikenal dengan adanya beberapa prinsip.
Prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan istilah “The Four p’S of Credit”. Analisis
yang terdiri dari :

1. Personality
Personalitiy disini menyangkut kepribadian si peminjam (calon nasabah),
sepertl tentang riwayat hidup, hobby, keadaan keluarga, social standing dan
hal-hal lain yang berhubungan dengan kepribadian nasabah.
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2. Purpose
Analisis tentang maksud dan tujuan penggunaan kredit yang telah disampaikan
oleh calon nasabah debitur. Bank perlu mengetahui apakah kredit yang
dimohonkan itu akan dipergunakan dan mempunyai dampak positif secara
eknomis dan sosial.

3. Payment
Sumber pembayaran dari calon nasabah debitur. Apabila rencana penggunaan
kredit itu tergolong yang dapat memberikan dampak positif secara ekonomis
dan sosial, akan dapat diperlukan bahwa calon nasabah debitur itu akan mampu
untuk mengembalikan kredit disertai harganya.

4. Prospect
Adalah penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh
keuntungan dalam usahanya. (Edy Putra Tje’ Aman, 1989: 11)

Prinsip lainnya yang juga dikenal dalam dunia perbankan dan sering
dipergunakan dalam praktek perbankan di indonesia adalah “The Five C's of
Credit Analysis” yang terdiri dan :

1. Character (kepribadian, watak)

Kepribadian, moral dan kejujuran dari calon nasabah perlu diperhatikan untuk
mengetahui apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul
dari perjanjian kredit yang akan diadakan. Seorang debitur yang hanya bersedia
melunasi hutangnya dengan paksaan, sulit untuk dapat diberikan kredit.
Sehingga character merupakan salah satu faktor yang turut mementukan
disetujui atau tidaknya permohonan kredit yang diajukan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dengan character ini adalah sifat pribadi yang
meliputi perilaku sehari-hari atas diri calon nasabah, cara hidup (style of
living), keadaan keluarga (istri dan anak) tabiat, pergaulannya dalam
masyarakat, riwayat hidup dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut merupakan
suatu ukuran tentang willingness to pay, kemauan untuk membayar.
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2. Capacity (kemampuan, kesanggupan)
Kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan mengendalikan
usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang
diberikan kemampuan calon nasabah dapat dilihat antara lain
a. Pengetahuannya tentang usaha, yang dihuhubungkan dengan pendidikan
baik umum maupun kejuruan.
b. Pengalaman-pengalaman usahanya dalam menyesuaikan din dengan kondisi
perekonomian serta mengikati perkembangan kewajiban teknologi.
c. Kekuatan perusahaan sekarang dalam sektor usaha yang dijalankannya.
Dari beberapa hal yang diteliti sehubungan capacity, pada akhimya adalah
untuk mengetahui ability to pay yaitu kemapuan membayar dari calon nasabah
bila permohonan kreditnya dikabulkan.
3. Capital (modal, kekayaan)
Capital adalah usaha dari calon nasabah yang telah tersedia atau telah ada
sebelum mendapatkan fasilitas kredit, keadaan, struktur dan sifat permodalan
tersebut akan menentukan seberapa jauh atau besar fasilitas kredit bank yang
akan diberikan sebagai tambahan modal.
Dalam meneliti faktor capital, yang perlu diteliti antara lain:
a. Apakah perusahaan calon nasabah mempunyai modal vang cukup untuk
dapat menjalankan usahanya.
b. Bagaimana distribusi modal itu dikumpulkan calon nasabah.
¢. Bagaimana likuiditas, solvabilitas dan rehabilitas perusahaannya.
d. Sampai sejauh mana modal usaha calon nasabah dapat divangkan dengan
mudah dan cepat tanpa kehilangan nilainya.
4. Collateral (jaminan, agunan)
Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Jaminan
bersifat sebagai jaminan tambahan, karena jaminan utama kredit adalah pribadi
calon nasabah dan usahanya, baik bonafiditas maupun solvabilitas. Disamping
sebagai tambahan, jaminan (collateral) juga dapat dikatakan merupakan
benteng terakhir bagi keselamatan kredit. Sehingga adanya jaminan, bank
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mendapat jaminan kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diterima
kembali pada suatu saat yang telah ditentukan.
Mengenai benda jaminannya itu sendiri dapat berupa benda tetap dan dapat
pula benda bergerak, yang secara yuridis dapat diikat sebagai jaminan dan
cecara eknomis benda jaminannya mempunyai nilai yang cukup tinggl.
melebihi jumlah kreditnya serta dapat dengan mudah dicairkan atau divangkan
tanpa menderita rugl.
Sehubungan dengan benda jaminan tersebut, hal-hal vang perlu diteliti antara
lain:
a surat tanda bukti milik dari benda jaminan
b. atas benda jaminan tersebut, apakah sudah pernah diikatkan secara yuridis
sehingga jaminan atas pinjaman lainnya.
c. apakah benda yang akan diikatkan sebagai jaminan telah diasuransikan.
5 (Condition of economy
Kondisi ekonomi yang diperhatikan sehubungan dengan permohonan kredit,
tidak saja kondisi ekonomi pada sektor usaha calon nasabah tetapi juga kondisi
ckonomi secara umum dimana perusahaan calon nasabah itu berada, misalnya
keadaan perdagangan serta persaingan di lingkungan usaha calon nasabah.
Di dalam menilai faktor kondisi ekonomi, hendaknya diperhatikan hal-hal yang
menyangkut:
a. kedudukan usaha calon nasabah dalam bidang usaha sejenis dalam daerah
setempat.
b. kemungkinan—kemungkinan pemasaran dari hasil produksinya.
¢. keadaan ekonomi pada umumnya mungkin dapat mempengaruhi usaha
calon nasabah (Edy Putra Tje’ Aman, 1989 : 12).
Memperhatikan dan mengetahui hal-hal tersebut dapat diharapkan bantuan
kredit yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya.
Setelah proses penganalisaan terhadap permohonan kredit selesai dan
memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta, maka pihak bank memberikan
surat pemberitahuan persetujuan kredit yaitu suatu surat yang dikeluarkan oleh

bank kepada calon debiturnya, sebagai penyampaian dan pemberitahuan bahwa
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pihak bank setuju secara prinsip untuk memberikan kredit kepada debitur atau
calon debitur yang bersangkutan.

Surat pemberitahuan persetujuan kredit tersebut berisikan syarat-syarat
umum mengenai kredit yang akan diberikan bank kepada atau calon debiturnya.
yaitu antara lain:

1. besamnya kredit yang disetujui;

2. jenis dan jangka waktu penggunaan kredit;
3. tingkat bunga dan biaya-biaya lainnya,

4 cara-cara pembayarannya,

5. barang-barang jaminan yang diminta;

6. syarat-syarat lainnya;

Langkah selanjutnya bila pemohon kredit (calon nasabah) menyetujul
persyaratan—persyaratan yang diajukan bank, maka dilakukanlah penandatanganan
perjanjian kredit (persetujuan buka kredit).

Setiap bank dalam prakteknya telah menyediakan formulir perjanjian
kredit yang isinya telah ditetapkan terflebih dahulu. Isi formulir ini tidak
dibicarakan dengan debitur melainkan hanya dimintahkan pendapat untuk
menerima atau tidak syarat-syarat tersebut dalam formulir itu. Hal ini
menunjukkan bahwa perjanjian kredit tumbuh sebagai perjanjian standard atau
perjanjian baku (standard contract) (Mariam Darus Badrul Zaman, 1991, 35).
Perjanjian standard bertentangan dengan azas konsesualisme yaitu suatu
perjanjian lahit pada saat tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua
belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek per] anjian
dan azas kebebasan berkontrak yaitu kebebasan yang diberikan oleh undang-
undang untuk mengadakan perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-
undang, kesusilaan dalam ketertiban umum.

Pitlo mengemukakan terhadap perjanjian standard ada suatu kontrak,
karena kebebasan para pihak yang dijamin oleh pasal 1338 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata sudah di langgar, pihak yang lemah (debitur)

terpaksa menenma hal ini sebab mereka tidak mampu berbuat lain.
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Swvter berpendapat terhadap perbuatan terhadap perbuatan, dimana
kreditur secara sepihak menentukan isi perianjian standar, secara materiil
melahirkan legio particulier welgevers (pembentuk undang-undang swasta).

Stein mengemukakan pendapatnya bahwa dasar berlakunva perianjian
standar ini adalah de fictie van will of vertriween, jadi tidak kebebasan kehendak
yang sungguh-sungguh ada pada pihak-pihak. khususnya debitur (Meriam Darus
Badrul Zaman, 1991: 3.

Terlepas dari kelemahan dan penyimpangan terhadap Pasal 1320 jo 1338
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. keadaan tersebut harus diterima sebagai
kenyataan. Sebab disatu segi. timbulnya perjanjian (standard) kredit tidak dilatar
belakangi oleh kaum ekonomi vang kuat. tetapi dilatar belakangi oleh kemauan
pemerintah untuk membantu pertumbuhan ekonomi lemah lewat bantuan kredit.
Sedangkan di segi lain, pemberian atau pelepasan kredit tanpa disertal persyaratan
yang ketat akan mengakibatkan terbukanya resiko yang besar bagi kelangsungan
usaha bank dan pada akhirnya akan melumpuhkan tujuan yang terkandung dalam
pemberian kredit itu sendiri. Disamping itu ada suatu doktrin yang menyatakan
bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian itu dianggap mengetahu, memahami
dan menvetujui isi dari perjanjian maka perjanjian standar dianggap sah dan
mengikat para pihak.

Setelah dilakukan pendantanganan perjanjian kredit dan pengelihatan
jaminan fidusia oleh kedua belah pihak kemudian dilakukanlah pencairan atau
realisasi kredit yang saatnya ditentukan pihak bank

Dilakukannya prosedur pelaksanaan pemberian kredit, berarti secara
langsung dapat pula diketahui hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh para
calon nasabah terdekat.

3.2 Pelaksanaan Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia

Menurut segi hukum dan dokumentasi hukum, bahwa proses peletakan
jaminan fidusia diawali oleh adanya perjanjian obligator. Perjanjian tersebut
berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia diantara pihak pemberi

fidusia (debitur) dengan penerima fidusia (kreditur).
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Selanjutnya diikuti oleh suatu perjanjian pinjam pakai, dalam hal ini benda
obyek fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepada pihak kreditur dipinjam
pakaikan kepada pihak debitur, sehingga praktis benda tersebut setelah diikat
dengan jaminan fidusia tetap saja dikuasai secara fisik oleh pihak debitur.

Pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen yang
disebut dengan “Akta jaminan Fidusia”. Akta ini haruslah memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut:

1. harus berupa akta notars;
2 harus dibuat dalam Bahasa Indonesia;
3. harus berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

Identitas pemberi fidusia.

a.
b. Identitas pihak penerima fidusia

e

harus dicantumkan hari, tanggal dan jam pembuatan akta fidusia.

=

data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia

. uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, yakni tentang
identitas benda tersebut dan surat bukti kepemilikannya.

f. berapa nilai jaminannya.

_ berapa nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia (Munir Fuady

2000: 20)

(4°]

Setelah akta jaminan fidusia dibuat dilanjutkan dengan pendaftaran agar
terpenuhi unsur publisitas. Maksudnya semakin terpublikasi jaminan hutang akan
semakin baik, sehingga untuk mengetahui informan-informan penting disekitar
jaminan hutang tersebut. Azas publisitas ini menjadi semakin penting terhadap
jaminan-jaminan hutang yang fisik obyek jaminan tidak diserahkan kepada
kreditur, seperti jaminan fidusia ini. Karena itu kewajiban pendaftaran fidusia ke
instansi yang berwenang merupakan perwujudan dari azas publisitas tersebut.

Kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke instansi Yyang
berwenang bersumber dari pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 42 Tahun
1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu : “benda yang dibebani dengan jaminan
fidusia wajib didaftarkan”.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

31

Tempat pendaftarannya adalah kantor pendaftaran fidusia yang berada
dibawah Departemen Kehakiman dan Ham Republik Indonesia. Kantor inilah
yang akan mengurus administrasi pendaftaran jaminan fidusia. Nantinya kantor
pendaftaran jaminan fidusia akan dibentuk disetiap daerah tingkat-11. Tetapi untuk
sementara kantor pendaftaran jaminan fidusia tersebut hanya didirikan di Tbu Kota
Jakarta dan disetiap kabupaten, maka wilayah kantor pendaftaran jaminan fidusia
di ibu kota propinsi meliputi juga kabupaten dalam wilayah hukum propinsi
tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 86 Tahun 2000, permohonan
pendaftaran jaminan fidusia diajukan kepada kantor pendaftaran fidusia dengan
melampirkan suatu naskah yang disebut dengan “pernyataan pendaftaran fidusia”,
yang di dalammnya memuat hal-hal sebagai berkut :

1 identitas pihak pemberi fidusia.
identitas pihak penerima fidusia
. tanggal dan nomor akta jaminan fidusia

_ nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akia jaminan fidusia

z
3
4
5. data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia
6. uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

7. nilai penjaminan

8. nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat 4 dari Peraturan Pemerintah Nomor: 86

Tahun 2000, bahwa permohonan pendaftaran jaminan fidusia dengan :

1. salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia;

2. surat kuasa atau pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran
jaminan fidusia;

3. bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia;

Pejabat yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia akan
memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.
Apabila persyaratannya tidak lengkap, pejabat harus langsung mengembalikan
berkas pemohonan tersebut kepada pemohon untuk melengakapinya.
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Setelah kelengkapan persyaratan sudah terpenuhi semua, maka kantor
pendaftaran fidusia mencatatnya dalam buku daftar fidusia. Pencatatan tersebut
diberi tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran,
pada saat dilakukan pencatatan tersebut diberi tanggal yang sama dengan tanggal
penerimaan permohonan pendaftaran, pada saal dilakukan pencatatan, kantor
pendaftaran fidusia tidak berwenang melakukan penilaian terhadap kebenaran
data yang dicantumkan dalam penyatuan pendaftaran jaminan fidusia (Munir
Fuady, 2000: 31)

Sebagai bukti bahwa penerima fidusia memiliki hak fidusia, maka
kepadanya diserahkan salinan dokumen yang disebut dengan “Sertifikat Jaminan
Fidusia”, yang didalammnya berisikan antara lain hal-hal vang dilakukan oleh
instansi yang sah dan berwenang yang termuat dalam suatu pemyataan sehingga
dapat dikatakan sertifikat jaminan fidusia adalah mempunyai kekuatan
pembuktian yang kuat sebagai suatu akta autentik dan hanya kantor pendaftaran
fidusia sebagai satu-satunya yang berwenang menerbitkan sertifikat tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui dengan didaftarkannya jaminan
fidusia pada kantor pendaftaran fidusia, maka penerima fidusia memiliki akta
autentik berupa sertifikat jaminan fidusia. Selanjutnya dengan sertifikat apabila
pemberi  fidusia melakukan wanprestasi dalam arti kredit yang telah

dikeluarkannya bermasalah.

33 Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Jika Terjadi Kredit
Bermasalah

Nasabah yang mendapat kredit dari bank tidak seluruhnya dapat
mengembalikan dengan baik dalam arti tepat waktu sesuai yang diperjanjikan.
Pada kenyataannya selalu ada sebagian dari nasabah yang karena suatu sebab
tidak dapat mengembalikan kreditnya kepada bank yang telah meminjaminya.
Akibatnya nasabah tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka menjadikan
perjalanan kreditnya terhenti atau bermasalah.

Keadaan yang dimaksud dalam hukum perdata disebut telah terjadi

wanprestasi atau cidera janji. Kredit merupakan perjanjian pinjam uang, maka
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debitur yang tidak membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis

adalah wanprestasi. Dalam kredit bermasalah ada tiga macam perbuatan yang

tergolong wanprestasi, yaitu:

1. nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta
hutangnya);

2 nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya);

3 pasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka waktu yang
diperjanjikan berakhir (Gatot Suparmono, 1997 : 131)

Akibat terjadinya kredit bermasalah, nasabah harus menanggung beban
kewajiban yang cukup berat terhadap bank, karena suku bunga tetap dihitung
terus selama kredit belum dilunasi, sehingga jumlah kewajiban nasabah semakin
|ama semakin berat, sehingga kemungkinan besar jaminan yang telah diikat tidak
cukup untuk melunasinya, maka harta kekayaan nasabah yang lainnya masih
dapat dibeslag untuk kepentingan bank.

SQalah satu ciri dari jaminan hutang kebendaan yang baik adalah jika
jaminan tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana,
efisien dan mengandung kepastian hukum. Fidusia sebagai salah satu jenis
jaminan hutang juga harus memiliki unsur cepat, murah, dan mengandung
kepastian hukum. Selama ini (sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor:
42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia) tidak ada kejelasan mengenal
bagaimana caranya mengeksekusi fidusia karena tidak ada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkan bahwa
eksekusi fidusia dengan memakai prosedur gugatan terlebih dahulu di lembaga
peradilan, hal ini biayanya mahal, lama dan tak efisien.

Oleh karena itu salah satu terobosan yang dilakukan oleh Undang-Undang
Nomor: 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adalah dengan mengatur
eksekusi fidusia secara bervariasi, sehingga para pihak dapat memilih jenis
eksekusi mana yang mereka inginkan.

Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia menurut Pasal 29 ayat 1
Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat

dilakukan melalui cara-cara sebagi berikut:
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1. Ekesekusi fidusia dengan titel eksekutorial

Dalam Hukum Acara Perdata yang salah satu sumbermnya HIR, bahwa setiap
akta yang mempunyai titel eksekutorial dapat dilakukan flat eksekusi. Pasal
224 HIR menyebutkan bahwa grose dari akta hipotik dan surat hutang vang
dibuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” berkekuatan sama dengan
kekuatan keputusan hakim. Jika tidak demikian dengan jalan damai maka surat
yang demikian dieksekusi dengan perintah dan dibawah pimpinan ketua
Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat tinggal atau tempat
diam debitur.
Qesuai  dengan ketentuan Pasal 196 HIR kreditur harus mengajukan
permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi
benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Ketua
Pengadilan Negeri akan memanggil debitur atau pemberi  fidusia dan
memerintahkan agar debitur memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.
Setelah waktu tersebut lampan dan debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya
secara sukarela, maka ketua Pengadilan Negerni akan memerintahkan kepada
juru sita untuk menyita benda jaminan. Pelaksanaan eksekusi dilakukan
dengan menjual barang jaminan dimuka umum (secara lelang) atau dengan
cara yang oleh ketua Pengadilan Negeri dianggap baik (Pasal 200 ayat (1)
HIR).

7 Eksekusi fidusia secara parate eksekusi lewat pelelangan umum eksekusi
fidusia dapat pula dilakukan dengan jalan mengekesekusinya oleh penerima
fidusia lewat lembaga, pelelangan umum (kantor lelang), hasil pelelangan
tersebut diambil untuk melunasi pembayarannya piutangnya . Parate eksekusi
lewat pelelangan umum undang-undang dapat dilakukan tanpa melibatkan
pengadilan sama sekali. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1)b Undang-
Undang Nomor: 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka syarat-syarat
agar suatu fidusia dapat dieksekusi secara dibawah tangan adalah sebagai
berikut:

a. dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penenima fidusia;
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b. jika dengan cara penjualan dibawah tangan tersebut dicapai harga tertentu
yang meguntungkan para pihak;

¢. diberitahukan secara tertulis oleh pemben dan atau penerima fidusia kepada
pihak-pihak yang bersangkutan.

d. diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang berada di
daerah yang bersangkutan,

e. pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak
diberitahukannya secara tertulis.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor: 42 tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia tidak disebutkan cara cksekusi fidusia secara gugatan biasa, tetapi
tentunya pi‘nék kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan
biasa ke pengadilan. Sebab keberadaan undang-undang fidusia dengan jenis-jenis
cksekusi khusus tidak untuk meniadakan ketentuan yang sudah ada dalam hukum
acara perdata. Tidak ada indikasi sedikitnya dalam undang-undang fidusia,
khususnya tentang eksekusi yang bertujuan memadukan ketentuan hukum acara
umum tentang eksekusi umum lewat gugatan ke pengadilan pegeri yang
berewenang.

Keberadaan jenis-jenis eksekusi khusus dalam undang-undang fidusia
tersebut untuk mempermudah dan membantu pihak kreditur untuk menagih dan
mengambil pelunasan hutangnya yang mempunyai jaminan fidusia. Satu dan lain
hal disebabkan eksekusi lewat surat gugatan memakan waktu yang cukup lama
dengan prosedur yang panjang, hal ini sangat tidak praktis dan efisien dalam
rangka membangun perekonomian yang semuanya harus berjalan cepat, tepat dan

mempunyai kepastian hukum.
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4.1, Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya,
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit bank dalam praktek pada dasarnya mempunyai bentuk
perjanjian standar (standard contract). Terhadap pelaksanaan perjanjian kredit
dengan jaminan fidusia atas benda retail yang diperdagangkan dimulai dari
perjanjian permohonan kredit secara tertulis oleh calon nasabah kepada sebuah
bank, kemudian calon nasabah diwajibkan mengisi formulir yang telah
disediakan oleh pihak bank. Selanjutnya dilakukan penelitian dan analisis
terhadap dana yang tersedia (plafon kredit) dan data pribadi calon nasabah.
Setelah analisis selesal dilakukan dan semua persyaratan sudah terpenuhi
dilakukanlah penandatanganan perjanjian kredit dan pengakuan jaminan
fidusia terhadap bendanya, serta pencairan kredit sudah bisa dilakukan.

2. Adanya Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,
mewajibkan setiap jaminan untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang.
Permohonan pendaftaran fidusia disampaikan pada kantor pendaftaran fidusia
dengan melampirkan “pernyataan pendaftaran fidusia”, selanjutnya jaminan
fidusia akan dicatat dalam buku daftar fidusia. Sebagai bukti bahwa si
penerima fidusia memiliki hak fidusia tersebut, maka kepadanya diserahkan
“gertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang
kuat sebagai suatu akta autentik™.

3 Eksekusi terhadap jaminan fidusia apabila terjadi kredit bermasalah menurut
Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat
dilakukan melalui empat (4) macam cara sesuai yang telah diperjanjikan oleh
kedua belah pihak.

36
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4.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan pembahasan dalam bab

sebelumnya adalah sebagai berikut :

1.

(93]

Nasabah debitur bank dalam mengajukan permohonan kredit hendaknya
memberikan keterangan vang benar supava pihak bank dalam mengucurkan
kredit sesuai dengan jumlah yang diperlukan dan dalam penggunannnya
disesuaikandengan permohonan yang diajukan. Sehingga kredit yang sudah
dicairkan oleh bank dapat dipergunakan secara optimal sesuai dengan
kebutuhannya.

Kantor pendaftaran fidusia hendaknya segera dibentuk sesuai amanat undang-
undang disetiap daerah tingkat 11 harus sudah ada, sehingga penerima fidusia
tidak perlu lagi mendaftarkan jaminan fidusia di ibu kota propinsi. Hal ini
dapat mengurangi pengeluaran biaya yang lebih dalam melakukan pendaftaran
fidusia.

Supaya tidak terjadi kredit yang bermasalah, pihak bank diharapkan dapat
memberikan arahan secara intensif disamping melakukan pengurusan kepada
debitur nasabah. Disamping itu prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan

kredit kepada nasabah debitur harus betul-betul dilakukan secara profesional.
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Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

----------------- Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

oo Peraturan Pemerintah Nomor: 86 Tahun 2000 Tentang Taia Cara

Pendafiaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta

Jaminan Fidusia.
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ARTA JAMUNAN FALISTA
TN .
-Pada hard fu, -

\E sty

psl avs
EARIETEH

1
{ s Wbty (ndonesia bagian Barat), --=ssnrmssmomsmmmmon oI

~mpenphadap i hadepan gava. ]
Sarsana okum. Notaris di Jakara dengan dihadiri oleh saksi-saksl yang
savi, Nolans Loenad dant akan disebul pada lahagien alhit akia ity ====m-===-- :
i.a. Twany: . 1 _" .
Yirekiue Utanis "FT .
bertcimpat tinggal di

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomeor: .

.
.

-menurut keterangannya  dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya tersebut di atas,mew akili Direksi dari- dan
karenanya bertindak untuk-dan atas nama serta salh mewakili
perscraan terbatas. berkedudukan di .

dan untuk melakukan perbuatan hukum terscbut dalam akta
ini Dircksi perseroan terbatas tescbut telah memperoleh
persetujuan  dari Dewan Konusaris  perseroan terbatas
terschut scbagaimana yang dinyaiakan pada butir 1.b di
bawah ini, demikian guna memenuhi ketentuan Pasal . ayat
. dari angearan dasar perscroan terbatas terscbut yvang telah
dhah sehurubinya  untuk discsuaikan dengan Undang-
undang  aomor 1 tahun 1595 (scribu  sembiianratus

©

semeitanpuiuh lima) eniang Purverpant Frerbates yang -
Wiannlan dalams = B e T o

erita Nessra Republik Indonesia tertanzgal

1eabahan nomert .
cdanekan pengubahan lerakhir dari susunan anggoeta
Isiichsi dan heomisaris perseroan tersebut termuat dalam

atia jortanveal

pomor: ... vang minuta aktanya dibuat olch .

Sarjana Hukum, Notaris di ... yang salinan resminya
dengan  bermeterai  cukup diperlihatkan kepada saya,
NGUAPIS] mmmesmsmmmmsssemcsmmssemmsssssossmosSmsSooTTIoSEITETETTT

2ii atau Penziima ©idusia adalzh sausia pribedi, maka perlu dicantumkan
o yaing entang lempat dan tangeal lalir, agoma dan status narkawinan.
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Komisaris Utama "PT .
bertempat tinggal di .

pemeg.

Tuan .

ang Karu Tanda Penduduk nemor; |

-menurut Keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
kedudukannya terscbut di atas secr'a berdasarkan surat kuasa
dari segenap anggota Dewan Komisaris lainnya dari
perseropn terbatas tersebut, sebagaimana yang temyata dari
_Sural Kuasa, yang dibuat dibawah tangan dan benneterai
cukup, tertanggali .

yang dijahitkan pada minuta akta ini, demikian guna
memberikan persetujuan kepada Direksi perseroan terbatas
tersebut dalam melakukan perbuatan hukum tersebut dalam
ARIR LU et o e
(untuk sclanjutnya perseroan terbatos "PT .

tersebut berikut segenap pengganti haknya selanjutnya

discbut “"Pihak Pertama" atau “"Pemberi Fidusia'); --------
Y

Presiden Direktur "PT .
sertempat tinggal di .

pemcgang Kartu Tanda Penduduk nomor: .

-menurul Reterangannya . dalam ha! ini bertindak dalam
Jjabatannya terscbut di atas, mewakili Dircksi dari- dan
karenanva bertindak untuk- dan atas nama serta sah
mewakili perseroan terbatas "PT . . berkedudukan i
Jakarta, yang anggaran

dasarnya, bentkut dengan  segenap  perubahannya  telah
diumumkan dalam: -- e

-Berita Negara Republik Indonesia rertanggal .

.

Tambahan nomor: .
-sedangkan pengubalan terakhir Jari susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut
termuat dalam akfa tertanggal | s

!

2 tihat culatan koki nomor: 1.

* Ithat eatatun kaki nomor: |


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

nomor: .., yang minuta aktanya dibuat oleh .

‘Sarjana Hukumi, Notaris di . yang salinan resminya

dengan bermeterai cukup dipertihatkan kepada saya,

8

(untuk selanjutnya perseroan terbatas " " tersebut berikut

segenap pengganti haknya selanjulnya disebut “'Pihak

Kedua" atau "Penerima Fidusia"). -----mr-mmemmmmmmnmommmnnss

-Para penghadap dikenal oleh saya, NOIAris, —-zm=mr=====ms=m====sscmsomosssmomscos

-Para penghadap dengan bertindak  dalam  kedudukannya tersebuf
menerangkan terlebih dahulu

1
R
i e

bahwva, diantara Pemberi Fidusia 4 gelaku pihak yang menerima
fasilitas kredit (untuk sclanjutnya cukup discbut “"Debitor'’) dan
Penerima Fidusia sclaku pihiak yang memberi fasilitas kredit (untuk
sclanjutnya cukup disebut "Kreditor™) telah dibuat dan ditanda
tangani akta "Perjanjian Kredit" tertanggal .

MNomor: .

yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris”, (untuk sclanjutnya
perjanjian kredit tersebut, berikut dengan scgenap pengubahan dan
pepambahannya disebut “Perjanjian Kredit™); 2

bahwa, untuk lebih menjamin dan menanggung terbavamya dengan
baik scaala scsuatu yang terhutang dan haras dibayar olch Dcbitor
scbagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit  terscbul, Pemberi
Fidusia diwajibkan untuk memberikan jaminan fidusia Atas mesin-
mesin” milil Fembeti Fidusia untuk kepentingan Pencnima Fidusia,
scbhagaimana vang akan diuraikan di bawzh ini P, —=m--mmmsmmmmmmmmmeem -
bahwa, untuk menienuhi hetenfean entang pemberian jaminan yang
ditentukan  datam Perjanjian Kredit terscbut, maka Pembert dan
Pencriia Fidnsia telah semufakat dan setuiiy dengan ini mengadakan
perjargian  schagaimana  vang dimaksud dalam Undang-undang
Nomor: 42 Talhwn 1999 (seribu sembilanratus scmbilanpuluh
scaibilan), yaitu perjanjian tlentang Jaminan Fidusia scbagaimana
yang hendak dinyatakan sclarang dalamaktgini, —s----mr=esssspm=a=nes
-Selanjutnya para penghadap dengan senautiasa bertindak dalam
kedudukannya tersebut menerangkan untuk menjamin terbayamya
dengan baik scgala sesualu yang terhutang dan harus dibayarkan oleh

@

“\

Yang Menjadi Debitor bisa saja sama ataupun berbeda dengan pihak Pemben Fidusia,
iika beibeda sehutkan identitas dari Debitor di Lagian ini

pegangian kredit adalah salah satu contoh dari perjanjian yang dapat menimbulkan hak

witnd menerima suatu panbayaran atau piutang, namun jierjanjian porok yang akan
dijamin dengan fidusia dapat juga berdasarkan petjanjian dalam bLentuk/jenis lain
misalnya perjanjian hutang atau pejanjian ke-ogenan atau perjanjian-perjanjian lainnya
vang dapat menimbulkan piutang. Pesjanjian tersebut dapat pula dibuat di bawah
{znzan. Katau dibust di baweh fangan harus ditngat ketentaan PIN, yang menentukan
bahwa perianiian yang, dibuat dibawal tangzan “atau couy collatioruiee-nya  harus
dijahitkan pada minute akta.

Definisi dari piriasjien pekok harus disesuaikan dengan jenis perjanjiennya

Bisa juga derupa: pivtang, Larang persediaan.

L PO e s ol d . aa s T P e e
IIVEniaris curup disebul 1enis, merex dan keadaannya.
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Peivior kepada Freditor, baik karena hutang pokok, bunga dan biava-
biava lamava vany timbul berdasarkan Perjunjian aedit tersebut,
dencan jumiai hutang pokok sebesac Ro. .

£ s . ) ' Rupiah) atau sejumlah
wang vang ditentuhan di Lsmudian hati berdasarkan Perjanjian Kurerit,
maka para peanghadap Pihak ertama  dengan bertindak sclaku
Pembari Uidusia menerangkan dengan ini memberika jaminan
fidusia kepada Pensrima Fidusia untuk dan atas_nama Isiapa_dan
pra

menerangkan dengan ini menerima j

aminan fidusia dari Pemberi
Fidusia, sampal dengan nilai penjaminan scbesar Rp.

(.

jaminan fidusia berupa:

- Unit.  Merek.

Nonor Koile mesin .

-yang bernilat Rp. .

(.

Rupiah)”‘, ----------------

-yang diperoleh Temberi Fidusia dari .

Rupiah), atas obyek

o+

schagaimana ternyata dari Invoice'® vang dikeluarkan oleh’.tersebut
terianggal . nomor: .

yang dengarn bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris; ---
(untuk selanjutnya dalam akta ini cukup dischbut dengan "Obyek
Jaminian Fidusia®). -

-Sclanjuinya  para, penghadap  scnantiasa dengan  bertindak  dalam
. . . . ! . a"a
t.cdudukannya tersebut mencrangkan pembebznan jaminan fidusta w1

Giterima dan Oilangsungkan dengan persyaraian dan ketentuan sebagai

,..
&
(53
-
-
2
o)
v

------------------------------------------- Pasal 1, =-a-cemmemommmmmmmmnammemnooonsmmes
embebanan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusiz telah dilakukan
di tempat dimana Obyelk J aminan Fidusia tersebut berada dan telah menjadi
miliknya Penerima Fidusia, sedang Obyek Jaminan Fidusia tersebut tetap
berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fidusia selaku peminjam pakai.
~Pinjam—pakai—terseey i—akan—berakhir—bilamar o —Pemberi—TFidusia—tidak
itgi nenuhi-salah-satu-ketentuan—da lam-akta—ini-dantatau-bilaman a—Debitos

2y petlu diatur Kesepakatan dajan hal terjedi penambahanperubihia atas Obvek Jaminan
Fidusia: :
a) yang mana yang cukup derigan diberitahukan dan duetujui Kreditor dan yang mana
vang harus memakai akla perubiahan.
by ialew ada dafler Auei Olyek Jaminan Fidusta maka begaimana  untuk
piengkaii tunnya sehagal bagian yang tidak ierpisahkan dari akta dafatay Sertipikat
Jaminan Fidusia. i
cobuthan surat bukti kepemilikannya, misalnya lnvoice, Nontrak Perbelian atau surat-
swral lain (yang entunya paiin keseparatan mengenai hi 1ni dari kalangan Notaris atau
torus ditetapkan dalamm Peraluran Pemnenntah).

il

sadan Pihak Kedua dengan bertindak selaku Pensruna Fidusia .
1 =

¥itia
f .;H'-
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/ tidale-memenuhi-kewajibannya-berdasarkan-Pr gjan] ian-Feredit-1-D-tersebut—
——————————————————————————————————————— I cPT pmmm————————————————
-Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi Fidusia
menurui sifat dan perunfukanuiya, dengan tidal ada kewajiban bagi Pemberi
Fidusia untuk membavar biaya/ganti rugl terupa apapun untuk pinjam
pekai  terscbut  kepada Penerima Fidusia. Namun Pemberi Fidusia
herkewajiban uniuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan
schaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperfukan untuk
pemeliharaan dan perbatkan atas Obyek Jaminan Fidusia atas biaya dan
tansgungsn Pemberi Fidusia sendin, serta membayar pajak dan beban
lainnya yang bersangkutan dengan ifu, =---cossssmssmmmomsssemmmsssss mommm oo
-Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut
diperlukan suatt kuasa Khusus, maka Pencrima Fidusia dengan ini memberi
wuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melaknkan tindakan-tindakan yang
diperlukan dalam rangka pinjam pakai Obyck Jaminan Fidusia terscbut. ----
---------------------------------------- Prsal 3 —mrmermmmmmrmommmmmme oo msmmemem oo oee
_Peneriraa Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan dengan
i1 telah diberi kuasa dengan hak substiiusi oleh Pemberi Fidusia untuk
memeriksa tentang adanya dan tentang keadian Obyek Jaminan Fidusia
torsebut. 'Y Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak  namun
tidale diwajibkang untuk melaknkan atau sucui melakukan segala sesuatu
yang scharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Qbyck Jaminan
Vidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaiken kewajibannya untuk itu,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki gedung, gudang, bangunan,
ruang dimana Obyck Jaminan Fidusia disimpan atau berada. Pemberi
Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan baliwa tindzkan tersebut tidak
merupakan tindakan memasuki tempat dan atau bangunan fanpa 1zin
(huisvredebipentk™). —=asmesis —meommsmmro oo msscmmmmato oo csmssmRanm o nosnsnse T
SR T T . L B T
-Apabila Lagian darl Gbyek Jaminan Fiducia atsy di antara Obyek Jaminan
Fidusia tersebut ada vang tidak dapat dipergvnakan lagi, maka Pemberi
Yidusia deagan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengganii
basian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang t.dak dapat dipergunakan itu
dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang seienis yang nilainya setara
denzan vang diganiikan serta yang dapat disetujui Penerima Tidusia, sedang

poigganii Obyek Jaminan Fidusia tersebul termasuk dalam jaminan fidusia
yang dinyatakan dalam akla ini, =-=-r--mmmmmemmmoomnooooom e Ao
-------------------------------------- Pasal 5. —-me-m memmmme e e

_Pemtberi Fidusia tidak berhak untuk meiakukan fidusia ulang atas Obyek
jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia juga ticak  diperkenankan untuk
membebanian denean cara apapun, menggadaikan atau mengual  atau

Wit ontaian Bt ot N

Tameeon Pl mnsupakan barang persedinan atau bazang dagangan, maka
i e st tentang kewaiiban Fembed Fidusia uniuk membei
send peite Bk tenjang xeadaan dan jumiah Obyek Jamnan Fidusia
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[‘ngh,-.l rRepository Universita
aetigaiilikan dengan card apapuil Olyck Jaminan Fidusia kepada pihak lain
tappa persetuju an (ertulis terlebib dahulu dari Penerima Fidusia. ~--=- B
Bilanana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya
wienunit yang telah ditepiukan dalam akia ind gigg;i}ghﬂjgl'liglgwgmg_g_\m
oxvat ijg_;3;_1_’1};13]_:5_.‘1_1;},‘_3;1_jjgfi;iﬁ_;\_ij_:m ;_Ugh_l}_j Limaka iewat wakiu yang ditenlu
an uptek mementhi kewaiiban lersebut saja sudah cukup membuktikai
cantang adanya pelanggarsn atau kelalaian Pembicti Tidusia atau_Debitor
dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal maua fiak Pemberi Fidusia
Giluk meininam paka Obtyek Jaminan Fidusia teisebut menjadi berakbir

dan Ulbyek daminan Fidusia hasus diserahkan dengan segerd olch Pemberi

L}

Dencrini Fidusia, sew-ssssmmmrssmnommmsomonmmmmonn s mm s m T O
o imm e A e eSS s mem e e P18l G wammmmsomemsrmmmsemammsmmRmmomemomoomos
_Nemberi Fidusia berjanji dun karenanya t wengikat diri untuk mengasuransi-
kan Obyck laminan Fidusia terscbut pada penisahaan asuransi yang
ditunjuk atau diseiuju oleh Pencitima Fidusia terhiidap bahaya kebakaran
sertn bahaya fainnya dan untuk suatu jumlah pertanggungan seria dengan
nemyaralan Yang dipandang tepat oleh Penerima Fidusia. Di atas polis
asuransi tersebul s dicantumian Klausula banwa dalam hal terjadi
Kemeian, maka uear aeneennti kerugiannya harus dibayarkan kepada
Wieditor, yang sciarjininyi b an memperhitungkaneya dengan jumlah yeng
masih hamus dibararsan aich Debitor  kepada Kreditor berdasarkan
Perjanjian Kredit, codanphan sisanya jika masih ada haris dikembalikan
oleh Hreditor kepada Debitor denean tidak ada kewajiban hapi Kreditor

criak membayar bunga atau aanti kerugian berupa apapun kepada Pemberi
idusin, Apabila ternyvata uang pengganti kerugian dari perusahiaan asuransi
cepsebut Hdak mencuRupL maka Debitor berkewajiban untuk membayar
fanas sisa yang, masil s dibayas olel Debitor kepada Penerima Fidusia.
—Sewmua wang prewd aeuraas harus ditanggung das dibhavar oleh Pemberi
;

ol R L R T Y
Tlallaid fidd TRORADE, <——mremae R

-Apabila Pembent Fidusia atau Debitor lalai dan/atru tidak mengasuransi-
o brek Jaminan Fidusia tersebut, maka Penerima Fidusia berhak

(naman iidak berkewa jiban) dan seberapa pertu dengan ini kepadanya oleh-

Pemberi Fidusid diberi kuasa untuk mengasuransikan sendiri Obyek
Tainan Fidusia tersebut, dengan ketentian baliva wreri asuransinya tetap
Laras dibayar oleh Pembard Fidusia atau Debitor. S s
-Asii polis asuransi dan peipaljanganiya di kemu dian hari serta kuitanst
pombaycian preimi asuiansi tersebut harus diserahkan untuk disimpan oleh -
Vencinima idusta segera setelah diperoleh Pemberi Fidusia dari perusahaan
asuransl {ersebif, ~—-ses——s=sspmoose—emomos o L Bl e o s mm e n R R R
----------------------------------- TR o3 e e eaimSamS e s . - s ==
_Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitor {idak menjalankan atau
mentenuhi salah satu keteniuan dalam akta ini dan/atav salah satu ketentuan
daiam Perjanjian Kredit, ieruiama dalam hal Peraberi Fidusia dan/atau
Viohitor ialai, scdangkan kel laian fersebut sematz-mata terbulkti dengan
tewat aya wakiy yang ditentukan, @apa untuk itu diper lukan lagi sesuatu

It

Uit vt Laki nonon 3

as Jember

Fidusia Lepada Penerima Fidusia, setelal diberitehukan secars tortulis oleh -
1
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strat feguran jusa sita ataw suval lain vang serupa dengan ity maka atas ke
kuasaannya sendiri Penerinia Fidusia berhak; -asereemseaemnmmnosssmmnssnsasmsoss
() vk menjual Qbyek Jaminan Fidusia fersebut atas dasar Litel
checkutorial; atau melalui pelelangan & pitka umumy; atauw -------
wmelalui penjualan di bawah tangan yang ¢i lakukan berdasarkan
kesepakatan Pemberi Vidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara
desnikian diperoleh harga terlinggl yang menguntungkan para pihak;
(iiy untuk keperluan acnjualan tersebut, Penerima Fidusia berhak meng-
hadap dimana perly, membuat alau suruli membuat serta menanca-
tangani semua surat, akla serta ‘dokumen lain yang diperiukan,
menerima vang harga pen juakn dan memberikan tanda pencrimaan
untuk itu, menyeraikan apa yang dijual itu kepada pembelinya,
memperhitungkan atau meng kompensir vang harga penjualan yang
Jiterima nya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor
kepada Kreditor, akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia
sntuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada

pemiberi Fidusia atau—Debitor, dengan tidak ada kewajiban bagi
Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa

apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau Debilor mengenai sisa uang
harga penjualan it dan selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak
sntuk melakukan segala sesuatu yaag dipandang perlu dan berguna
dalam rangka penjualan Qbyck Tam inan Fidusic terscbut dengan tidak
ada satupun vang dikecualikan. A
-Apatila hasil peajualan dari Obyvek Daminan Fidusia “tersebut  tidak
mencuhupt untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor
kepada Rreditor, maka Debitor tetap terikat membayar lunas sisa uang yang
asih harus dibayar oleh Debiter kepada Kreditor, ---e---memmmmmm=sseaemmemosac
o e R e R S s e e Piagal 8. cmmmemmmemeos mmmmeme s m s oo ae
sotaen bzl Pencrima Fidusia mempergunakan hak-hak yvang Ciberikan

Fasin s iy SEpAR Gitraiken di atas, Pemberi fidusiv wajib dan mengikat
diri sciarang ini univk dipsrgunakan di kemudian hari pada wakiunya,
monyerahkan dalam keadaan terpeli hara baik keprda Pencrima ['idusia
Uiveek Jaminan Fidusia teiscbut atas pemberitahuan atau teguran pertama

Jdari Penerima Fidusia dan dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi

et dalam waktn yang ditentukan dalam surat pemberitahuan atau
fepuian yang bersangkutan, maka Pemberi Fidusia adalah lalai semata-mata
bareror tewatnya wakin yang ditentukan lanpa untuk itu diperlukan lagi
sesucil surat teguran juru sita atau surat lain yang scrapa dengan itu, maka
Ieietiina Fidusia aiau kuasanya yang sah berhak, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaky, untuk mengambil atau suruh
mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari tempat ¢i  manapun Obyek
Taminan Fidusia tersebut berada, baik dari (angan Peniberi Fidusia maupun
dari taneon pikiak Ketigy yang menguasainya, deng.n Retentuan, bahwa
semua biava vang bertadin dengan itu meniadi tanggungan dan harus
Gibavar ofch Pemberi Fidusia, sessnmssssommsesssmmmmmmmmnmmsmossmmsmmmmm s .

slmkan oich Peisheri Fidusia kepada

arat-syaral vang memuiuskan. (ender de ont
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hindende voorwaarden), yakni sampai dengan Delitor telalt memenuhil-
sneinbavar lunas samua apd yang wajib dibayar oleh Debitor kepada
Ureaitor sebagaimana dinyatakan dalam Perjaniian Faedity---mmmmmmmommmmoss

--------------------------------------- Pusal 10, censosenmssesssnimorammsmotanpuarmsStans

Sendwr Fidusia dengan ind memberikan Ruasa kepada Penerima Fidusia,

vapemenyalakan o mcneriond huasa  dari Pemberi Fldusia vtk
Liabaanakan Pendatiaan Jaminan Tidusia tersebut, untak Keper luan
et wenobadap di hadapan pejabat atau instanst vang benvenaag

sennasuk Kantor Pendal tzran Fidusia), memberikea keterangag, nenanda
bongatd curat/formulir, mendaftarkan faminan Fidusia atas Olvek Jaminan
Cidusls fersebut dengan mctampitkan Peryataan Pendaltaran Jaminan
[ idisin, serta untuk mengajukan pennohonan pen gaflaran atas perubaban
dala hal teriadi perubah an atas data yang tersantum dalam Sertipikat
minan Fidusia, selanjulnya mencrima Sertipikat Jaminan Fidusia dan/atau
1 eesvataan Perebahan, serta dokumen-dokumen Jain yang bertalian untuk
feperiuan jtu membayai senua biaya dan menerinia kuitansi scgala uang
sembayaran serta sclanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan
porotng aituk nielaksanakan ketentuan dari akta ind. --ese-sesmoosmommmomommooT
-Alta ini merupakan bahagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan

2 gt e v A T ] i : &l
Gart Porianjian Kredit > demikian pula Kuaga yang, giberikan dalam akta il
mrerunakan bagian yang terpenting, secta tidak teipisahikan dact akta ul

il 3 " . o o L |
ana adanya akta i dan kuasa terscbut, niscaya Perjanjian Kredit'"

g pula sl ind tidak akan diteriua dan dilapnsungkan diantaia para

yvape bereznekutan, oleh karenanya akta ini tidak dapat ditarik -

i . =] i : J

- 4 s ot . * . . - -1 %)

Cctnbait atau dibaiaiban sclama berlakunya Pegangian K pedit™ ersebut dan

Lusen tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat

xioin cpwp et vetl pamanalysger o . et " su

fenaakhin peniberian sesuall kuasa, termasuk schab vang disebutkar

o oonea) 1893 1814 dan 1816 Kiab Undang- Undang 1lukum Perdata
o o

itE D R e ey e e e e e b s B S S S am i
(i il TN

B\ . SEECCTTlE A SR
enerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi Kuass dengan hak substitusi
vepbort Fitdusia ptet melskukan porubaian atau penvesuaian atas
atentuan datam akts nd, di daiam hal perubahan ata penyesuaian terscbut
terhrkan dabwat rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemcrintah

Popdaitaran Pidusia maupun Releintuan dgalam Unclang-Undang
g Jaminan Fidastd Nemor 42 Tahun 1999 tersebut, —-m--s-mmmmommomemms

O W WSS W

~Segaia perscliohan e pranebin timbul di anlaia kedua belah pihak
api-akta wi vang ndak dapa diselesaikan di antara kedua belah pikak
sendini, maka kedua belah priwk akan memiiih domisiii hukum yvang tetap

dan scumamaya i Raator Paniter Pepgadilan Nageri Jakarta Tusal di
B AL Tk, = i i s S e i R SRR e e e e s S TS SRS S S S ST

3e 53 St s Res P
5 fiagi condlain Lall ol

par i ai calatan Kaiiadanatt 2

B TR A D e
s et bl B TR k)
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-Peniibhan domisili hukum tersebut difakukan dengan tidak mengurangi
Jak daet Penerina Fidusia untuk mengajukan twotutan hukum terhadap
Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek JTaminan Fdusia
ersebut ¢ hadapun pengadilan lainnyva dalam Witavah Repubiii. donesia,

vaitu pada Pengadilan Megeri vang mempunyai vurisdikst atas diri dan

B S el L < | |1 PR e S N R
Biava alta iai dan bizva lainaya yang berkenaan dengan pembuntaan akia
wpun datam eeelakaans ken ketentuan delam akia i menjadi
angaunyan dan hare ditayar eieh

demithian pula biave peadadianan fidusia ini di Kantoe Pendaltaran Tidusia. -
~Akta ini disclesatkan pukal . WIB (.

Wakra Indoncsit Barat), -----me-seee-= e e e ey
-Para penghadap dilienal aich saya, Notaris, ——----oeemeosmmmmnoroceooocnocnneeaoe

o smmiepusarseemes DENUKIANCAN A KT 1D roomemmenee- ceemeas
Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hai, tanggal, serta pada jam
seperti disebutkan pada bahagian awal akta ini denpan dihadiri eleh tuan .
SQariana ITukui dan nona .

Sarjana Hukum. Kkeduanya pegawai kantor Notaris dan bertemnpat tinggal di
Jakorts sebaigy salesi-gakini: Smeprs—r—tocofitiee sl oo ShE s < T
-Segera. setelab akta ini dibacakan oleh saya, Notais kepada para
penghadan dan saksi-saksi, maka ditanda-tanganiiah aka ini cleh para
penghadap, saksi-saksi dan saya, NOLAMS, ~=----mmemssmmmssmnsmmmmsnr e oee
-Dilangsungkan dengan

bori Vidosia ateu atas Obvel faiminan Fidusia wsebul, -----memmemmeeosees :

——
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